
2. Undang - Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tah un anggaran berakhir ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG HARi, 

Mengingat 

Menimbang 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

TAHUN ANGGARAN 2017 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
NOMOR 10 TAHUN 2018 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINSI JAMBI 

ACER
SALINAN



11. Undang-Undang .... 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 
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19. Peraturan Pemerintah: .. 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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(2} Laporan . 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan 
Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; 
d. Laporan Operasional 
e. Laporan Perubahan Ekuitas 
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pasal 1 

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017 

MEMUTUSKAN 

BUPATI BATANG HARI 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

Dengan persetujuan bersama 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah keduakali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten 
Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25); 

22. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 73 Tahun 
2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Ka bu paten Ba tang Hari Tahun Anggaran 201 7 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 
73). 
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(3) Selisih . 

Rp. l.241.822.764.447,95 
Rp. 1.173.410.766.968,56 
Rp. 68.411.997.479,39 

a. Anggaran Belanja setelah 
Perubahan . 

b. Realisasi. . 
Selisih Lebih/(Kurang) . 

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer 
sejumlah Rp. 69.411.477.185,39 dengan rincian sebagai 
berikut: 

Rp. 1.216.815.832.666, 72 
Rp. 1.172.121.770.423,39 
Rp. 44.694.062.243,33 

a. Anggaran Pendapatan setelah 
Perubahan . 

b. Realisasi . 
Selisih Lebih/ (Kurang) . 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 se bagai beriku t : 

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp. 44.694.062.243,33 dengan rincian sebagai berikut 

35.034.751.781,23 
10.000.000.000,00 
25.034. 751. 781,23 
23.745. 755.236,06 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Pasal 3 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : 
a. Pendapatan Rp. l.172.121.770.423,39 
b. Belanja dan Transfer...................... Rp. 1.173.410.766.968,56 

Surplus/Defisit.............................. Rp. (l.288.996.545,17) 
c. Pembiayaan . 

- Penerimaan . 
- Pengeluaran . 

Jumlah Pembiayaan Netto 
d. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran .. 

Pasal 2 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan Badan U saha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. 
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Pasal 5 . 

Rp. 1.709.615.651.817,72 
Rp. 2.047.707.765,10 
Rp. 1.707.567.944.052,62 

a. J umlah Aset . 
b. Jumlah Kewajiban . 
c. Jumlah Ekuitas . 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 
31 Desember 2017 sebagai berikut: 

Pasal 4 

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah 
Perubahan..................................... Rp. 25.006.931.781,23 

b. Realisasi........................................ Rp. 25.034.751.781,23 
Selisih Lebih/(Kurang).................... Rp. (27.820.000,00) 

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp. 27.820.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Rp. 10.000.000.000,00 
Rp. 10.000.000.000,00 
Rp. 0,00 

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan 
setelah Perubahan . 

b. Realisasi . 
Selisih Lebih/(Kurang) .. 

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Rp. 35.006.931.781,23 
Rp. 35.034.751.781,23 
Rp. (27.820.000,00) 

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan 
setelah Perubahan . 

b. Realisasi. . 
Selisih Lebih/(Kurang) . 

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp. 27.820.000,00 dengan rincian sebagai berikut 

Rp. (25.006. 931. 781,23) 
Rp. ( 1.288.996.545, 17) 
Rp. (23.717.935.236,06) 

a. Surplus/ defisit setelah Perubahan 
b. Realisasi . 

Selisih Lebih/ (Kurang) . 

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah 
Rp. 23.717.935.236,06 dengan rincian sebagai berikut : 
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Pasal 8 . 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 7 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan Daerah; 

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
pendapatan , belanja dan pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 

Laporan Realisasi Anggaran 

e. Lampiran I.4 

d. Lampiran I.3 

c. Lampiran I.2 

b. Lampiran I.1 

a. Lampiran I 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah 1n1, 
terdiri dari : 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan 
keuangan. 

Pasal 5 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi, PROVINS! JAMBI : 
( ),( )/2018 

2018 

Muara Bulian 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 
TAHUN 2018 NOMOR 

TARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 

2018 

Muara Bulian Diundangkan di 

Pada tanggal 

Di teta pkan di : 

· Pada t'f ggal : 

fpUPATIB 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Pasal 8 
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